
 
 

 
 

   BUPATI BULUKUMBA 
              PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

 

                PERATURAN BUPATI BULUKUMBA 
                                                      NOMOR 79 TAHUN 2023 

 
 

 

              TENTANG 
 
 

 

   PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2      
TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 

 

 

          DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

 

       BUPATI BULUKUMBA, 
 

Menimbang  :   a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2023 tentang  

Penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka perlu segera 
dilaksanakan; 

 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba 
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan 
Hukum; 

 
Mengingat   :    1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

                       2.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

    3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076); 

    4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah beberapakali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

    5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5248);  
 
 
 
 
 
 

SALINAN 



    6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5332); 

    7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

    8.  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat 
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran 
Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5421);  

    9.  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata 
Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana 
Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130); 

    10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 
Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan 
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
96); 

    11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97); 

 
 

 

              MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :   PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2 TAHUN 2023 
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 

 
 

                     Pasal 1 
 
 

 

 

 

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bulukumba Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bulukumba Nomor 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



             Pasal 2 
 

 

 
 

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh  

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba serta berkoordinasi 

dengan Perangkat Daerah terkait. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pasal 3 
 

 

Petunjuk teknis, sistem dan prosedur administrasi pelaksanaan Peraturan 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun oleh Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan. 
 

 
 

            Pasal 4 
 
 

 

 

Petunjuk teknis, sistem dan prosedur administrasi pelaksanaan Peraturan 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan paling lama 1 (satu) 

Tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten 

Bulukumba Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. 

 
 

 

        Pasal 5 
 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba 

 

                                                      Ditetapkan di Bulukumba 
                                                    pada tanggal 29 Desember 2023 

 

                                                   BUPATI BULUKUMBA, 
 
                                          ttd 
 

                                                 MUCHTAR ALI YUSUF 
 

 

Diundangkan di Bulukumba 
pada tanggal 29 Desember 2023    
 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, 
 

                ttd 
 
        MUH. ALI SALENG 

 
 
 

 

                 BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 79 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
 
 
 
ANDI AFRIADI M, SH.,MH 
Pangkat: Pembina 
NIP. 198404052008041001 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 


